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4. Rencana ...

Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini yang drmaksud dengan:
J Ruang ndalah wudnh yang melipuli ruang darat ruang taut, dan

ruang udara, termasuk ruang d. daJam bumi scbagai satu kesaruan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup. melakukan
kegiatan, dan mernelihara kclangsungan hidupnya.

2. Tata Ruang adaJah wujud strukrur ruang dan pola ruang.
3, Penataan Ruang .dalah suaru ststem proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang. dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kesaru

Pengertian

BAS I

KETENTUAN UMUM

Mcnetapkan PERATURAN PRESIDES TENTANG RENCANA TATA

RUANO KAWASAN aOROaUOUR DAN SEKITARJIIl'A.

MI;:MUTUSKAN:

3. Peraruran Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tala Ruang \Vilay;>h Nasto..... (Lembaran
:.Iegara Rcpubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 48.
Tambahan Lcmbaran Negara Republik tndonesia
Nomor 4833):

PRESIOEN
RE'PUBLIK INDONESIA



JO. Subkawasan ..

4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan Strategis Nasional adalah ....iJayah yang penataaa

ruangnya dipnontaskan karena rnernpunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan
dan kearnanan negara, ekonomi. sosial budaya. dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai
warisan dunia.

6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
bcnda eagar budaya, bangunan eagar budaya, strukrur eagar
budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat
dnn/atau di air yang perlu dilestarikan kebe ......daannya karena

mcmdikl nilai pcnting bagi sejarah, ilmu pengetahuan. pendidikan.
agarna, darr/ atau kebudavaan mclaJui proses penetapan.

7. I<awa~an Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang
mcmiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang Jetaknya
berdekatan dan/atuu memperbhatken "In tata ruangyang khas.

8. suus Cagar Budava adalah lokas. yang berada di daral dan, atau dl
air yang mengandung benda eagar budaya, bangunan eagar
budaya, dan/atau struktur eagar budaya sebsg ... hasil kegiatan
manusia atau buku kcjadian pada masa lalu.

9. KalA'OMnBorobudur dan Sckitarll~a lang SC'lanJutn~--a discbut

Kawasan Borobudur adalah ""wasan Sttal<:glS :\'asionaJ yang
mempunyai pengaruh sangat penung terhadap budaya yang berada
dalam radius paling sedikit 5 [lima) kilometer dan pusat Candi
Borobuclur dan Koridor Palbapang yang bcrada di IUM radius 5
(lima) kilometer dari PU$3t Candi Borobudur. yang terdiri atas
Subkawasan Pelcetarian 1 dan Subkawasan Pcl""tarlan 2 serta
telah ditetapkan sebagai warisan budaya duma dalam Dokumen
paftar Warisan Duma NomorC-592.
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IS. Jaringan ..

10. Subkawasan Pelcstarian 1 yang selanjumya disebut SP·l adalah
Kawasan Cagar Budnya nasional dan warisan budaya dunia yang
merupakan ka"asan pelestarian utarna situs-situs eagar budaya
yang mendesak unruk dikendahkan pertUmbuhan kawasan
terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur,
Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya.

I L Subkawasan Peleswrian 2 yang sc!anJutnya disebut SP-2 adalah
kawasan penyangga Kawasan eagar Budaya nasionat dan wansan
budaya dunia yang merupakan kawasan pengamanan sebaran situs
yang belurn tergali yang diarnhkan untuk mengendalikan
pertumbuhan kawasan terbanzun dalam rnngka rnenjaga
kcberadaan potcnsi sebaran eagar budaya, yang belwn tergali dan
kelayakan pandang.

12. .Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang
rnenghubungkan secara berdaya guna antarPusat Keglalan Nasional
atau antara Pusat Kegiatan ;'oIa.ional dengan Pu"'1 Kegiatan
Wilayah

13. Jllringan Jalan Kclektor Primer 2 adalah janngan ja1an yang
menghubungkan steam berdaya guna antara Pu!l81 Kegiatan
NasJonal dengan Pusat Kegiatan LokaJ, anwr-Pu~t Kcgiatatl

\vila"ab, atau antara Pusat Kegullan WiJayah denzan Pusat
K.-guu.!", Lokal, yang mcrupakan kewcnangan Pemerintah Provinsi.

14. .Jartngan Jalan Lokal Primer adalah jalan yang mcnghubungkan
secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, Pusat Kegiatan WiJayah dengan pusat
kegialan lingkungan amar'Pusa; Kegiatan Lokal. atau Pusat
Kcgiaran Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan. serta antarpusat
kcgiatan lingkungnn.
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2 1. Kcefisien .•.

15. Jaringan Jalan Stratcgis ~asional adalah jalan yang melayani
kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yanu mempunyai
peranan untuk membina kesaruan dan keuruhan nasionaJ.
melayani daerah-daerah ra...an, bagian dan Jatan hntas regional
atau limes mternasional, melayani kegiatan perbatasan
antarnegara, serta datam rangka pertahanan dan kcamanan.

16. Kawasan Lindung adalah wltayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kele.. arian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya aJam dan sumber daya buatan,

17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu .. ila)1Ih daratan yang
merupakan satu ke....ruan dcngan l>ungai dan anak-anak
sungainya. yang beriungsi menampung. menyimpan, dan
mengaJirkan air yang berasal dari curah hujan ke taut secara alami,
yang batas di darut merupakan pemisah topografis dan batas di laut

sampai dengan daern It perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.

18. Wilayah Sungai adalah kesaruan wila}1Ih pengelolaan sumber daya
air daJam satu atau Iebih Daerah A1iran Sungai dan/atau pulau
pulau kccil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kml
(dua ribu kilo meter pe......gi,

19. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya discbut CATadalah suatu
wilayah yang dibaursi oleh batas hid rogeologis, ternpar semua
kejadian hidrogeclogis scperti proses pengunbuhan, pengaliran, dan
pelepasan air tanah berlangsung,

:.10. Peraturan Zonasi adalah ketenruan yang mengarur rentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk scliap blok/zona peruntukan )'ano; pene::apan
wnanya dalam rencana rinci rata ruang
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28. Pemerintah ...

2l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjurnya disebut KDB adaJah
angka persentase berdasarkan perbandtngan antara luas
seluruhlantai dasar bangunan gcdung dan luas lahanj tanab
perpctakanrdaerah perencanaan yang dikuasai sesua; rencana tata

ruang dan rencana lata bangunan dan Imgkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya dlsebur KLB adalah

angka pcrscntase pcrbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gcdung rian luas tanah perpetaltan/ daerah perencanaan
yang dikuasai sesual rencana tala ruang dan rencana tata

bangunan dan Imgkungan.
23. Koefisien Oaerah Hijau yang setaniutnya disebut KOHadalah angka

persemase perbandingan antara luas selur-uh ruang rerbuka eli Iuar
bangunan gedung yang diperuntukan bag; pertamanan
penghijauan dan luas tanah perpetakarr/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tara ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

24 Garis Sempadan 8angunan yang selanjutnya disebut GSB adaJah
gans yang hdak bolch d,lampaui oleh denah bangunan ke arab

garis sempadan jalan

25. Garis Sempadan Sunga: vang selanjutnya disebut GSS adalah garis
batas Iuer pengnmonon aungai,

2&. Masyarakar adalah orang perseorangan. kclompok orang termasuk
Masyarakat bukum adat, korporasi, dan/a tau pemangku
kepcntingan nonperncrintah lain daJam pcnyelenggaraan pcnataan
ruang.

27. Pemerintah Pusat yang selanjumya <ti.cbul Pemerintah adalah
Presiden Rcpubhk Indonesia yang IIICmeg;;tng kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagairnana dimaksud
daJam Undang-Undang Oasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945.

6 -
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8agian ...

Pasal2
Linakup pengaruran Peraturan Presiden ini mehpuu:
o. peran dan fungsi rcncana tata ruang serta cakupan Kawasan

Borobudur:
b. rujuan, kebijakan, dan stralegi penataan ruang Kawrasan

Borobudur;

c rcncana struktur ruang Kawasan Borobudur.
d. rencana pola ruang "A" tl"-AnBorobudur:
c. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur:
r. arahan pengendalian pemanfaran ruang Kawasan Borobudur;
!C. pengelolaan Kawusan Borobudur: dan

h. peran Masyarakat dalam pcnataan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

28. Pemenntah Daernh adalah Gubemur. Bupati, atau Walikota. dan
perangkat daernh sebagai unsur penydenggara pemerintaban
daerah.

29 Gubemur adaJah Oubernur -Jawa Tengah dan Oubemur Daerah
Istimewa YOg)ai<ru'UI.

30 Bupati adalah Bupau Magelangdan Bupati Kulon Progo.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintnhan dalam bidangpenataan ruang

7 -
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Bagian ...

e. pengelolaan Kawasan Borobudur; dan

r. perwujudan keterpaduan pembangunan dan pelestarian kawasan
serta menjamin terwujudnya tata ruang Ka....-asan Borobudur yang
berkualnas

c pcrwujudan keterpaduan, keterkaitan
perkembangan antarwilayah kabupaten,
antarsektor di Kawa....n Borobudur;

d penataan ruang wrlayah provinsi dAn kabupaten di Kaw-as.an

Borobudur;

Pasal4

Reneana rata Ruang Kawasan Borobudur berfungs. sebagai pedoman
unruk:

a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan 8orobudur;
b. pernanfaatan ruang dan pcngendalian pemanfaatan ruang di

Kawasan Borobudur:

Reneana Tala RUMR Kawasan Borobudur berperan sebagai alat

operasionalisasi Rcncana Tala Ruang \vilayah Nasional dan alat
koordinasi pelakeanaan pernbangunan Kawasan Borobudur unruk
menjamin kelestaria n Kuwnsnn Borobudur .ebaRa. Kawasan Cagar
Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Pasal3

Bagian Keliga
Peran dan I'ung~. Rencana Tata.Ruang Kawasan 8orobudur
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4. A4408.631,05 ...

2. A2 408.670,73 Meridian Timur, 9.16..1.509,39 Meridian
Utara;

3. A3 407.083,23 MeridJ8Jl Timur. 9.158.977,19 \Ieridian
Utara:

Utnra;

mempertimbangkan:
... pcrlindungan situs Candi Borobudur. Caridi Pawon, dan Candi

Mendut;

b. sebaran situs sejarah dan purbakaJa yang belum tergaJi; dan
c. pengendalian bentang pandang dan Candr Borobudur.

(21 Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada a~at (1) terdin
aras SP-Jdan SP-2

(3) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang
termasuk dalam SP I merupakan bagian wilavah Kabupaten
Magelang, Provinsi Juwa Tcngah, meliputi:
a. Desa Bojon~. De...a Paremono, Desa Pabetan, Desa l'igrajek, dan

Kelurahan Mrndut di Kccamatan Mungkid; dan
b. Desa Wanurejo dan Desa Borobudur dJ Kecamatan Borobudur.

(4) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang

rermasuk daJam SP-2'

a. bcrada dalam lingkaran dengan batas koordinat tertuar:

1. AI 412.163,24 Meridian Tirnur, 9.164.071.51 Meridian

dengandnetapkan
Pasal5
BorobudurKawasan(I) Cakupan

Bagian Keempat
Cakupan Kawasan Borobudur

- 9 -
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c. mcrupakan ...

b. merupakan bagran wilayah Kabupa.len \14I1<'iang.Procinsi Jawa
Tengah. melipuu:
J. Desa Wnngm Putih, Desa Bumiharjo, sebagian Desa
Tegalarum, sebaglan Desa Kebonsari, DPAAKembanglimus,
Desa Karangrejo, sebagian Desa Nf(adihrujo, Desa
Karanganyar, l;ebagian Desa Giripumo. Desa Giritengah.
Desa Tanjungsar», Desa Tuksongo. De!i<l\lajaksmgi. Desa
Ngargogondo. Desa Candirejo. sebagian Desa Sambeng, dan
sebagian De....Kenalan di Kecamatan Borobudur,

2. Kelurahan sawnan. Desa Progowati, dan sebagian Desa
Rambenn.ak di Kecarne tert Mungkid:

3. Desa [)eyan~n. sebagian Desa Pasuruhan, sebagian Desa
Donorojo, dan sebagian Oesa Kalinegoro di Kecamatan
Mertoyudan:

4. sebagian Desa Rin~inanom dan seoagian Desa Sumberarum
di Kecamatan Tempuran; dan

5. sebazian Desa \1cnayu. sebagian De,... Adikarto. sebogian
Desa T<lnJunll. dan sebagian Desa Sukonn, di Kecamatan
Muntilan:

8.

5.

A4 408.631.05 Meridian Timur, 9.155.445.00 Meridian
Utara;

A5 412.163.24 :o.leridian Timur, 9.153.930.87 ~eridian
Utara,

A6 415.854.1'1 Meridian Timur, 9.155.405.31 Meridian
Utara:
A7 417.203.56 Meridian Timur, 9.158.897.82 Meridian
Utara: dan
A8 415.0'l5.44 \1cridian Timur, '1.162.509,39 :-'Ieridian
Utara:

7.
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Bagian ...

Penataan ruang Kawasan Borobudur bertujuan mewujudkan tata ruang
Kawasan Sorobudur vang berkualitas da1am nlngka mcnjamin
terciptanya pelcstarian Kawasan Borobudur -.ebeltai Kawasan Cagar

Budaya nasional dan wansan budaya dunia.

Pasa16

Bagian Kesatu
Tujuan Pcnataa n Ruang Kawasan Borobudur

BABD
TUJUAN. KEBIJAI\AN, DA_SSTRATE-GI PENATAAS RUA."'G

I\AWASA)I BOROBUDUR

c. merupakan bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo. Daerah
lstimcwa y~ akana. meliputi:
1.sebagian 0.,511 SidohaJjo dan sebagian Desa Gcrbosan di
Kecamatan Sarmgaluh; dan

2. sebagian Dcsa Banjaroyo di Kecamatan Kahbawang.
(5) Cakupan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat

(I), ayat (2), ayut (3). dan ayat (4) digambarkan dalarn peta dengan
delineasi berbentuk lingkaran dalam radius paling sedikit 5 (lima)

kilometer dan pusar Cand. Borobudur dan Koridor Palbapang yang

berada di luar radius 5 (lima) kilometer dan pusat caodi
Borobudur. sebagaimana tercanrum da1am Lampiran I dan
Lampiran II yanK mcrupakan bagjan tidak terpisahkan dan
Pcraturan Presiden iru.

(6) Pcta sebagalmana dimaksud pada ayat (5) bersirar indikatif yang
akan dirinci dalurn rencana detail tate ruang.

_ 1 l
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c. membatasi ...

Pasa18

(11 Sualegi perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak
pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan
kualitas ruang Kawa san Rorob1.ldur sebagai Ka\\"Il!!oanCagar Buda}-a

nasional da n warisan budaya dunia sebagrumana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a dilukukan dengan earn:
a, mernpertahankan Kawasan Cagar Budaya dari kerusakan

permanen akibat pemanfaaran ruang vang dilaksanakan tanpa
memperhatikan kepentingan bag; sejarah, ilmu pengetabuan.
pendidikan. agama. danj'atau kebudayaan;

b. mencegah terjadinya alih fungsi laban kawasan pena.nian dan
kawasan huian:

Bagian Kctiga
Stratcgi Penataan Ruang Kawasan Borobudur

Kebijakan penataan ruang Kawasan Borobudur rnelipuu:

a. perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak
pcrnanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan
kualitas ruang Kawasan Borobudur sebagat Kawasan Cagar Budaya
nasionaJ dan warrscn budaya duma; dan

b. peningkatan koordinasi, mtegrast, dan sinkronisasi antarpemangku
kepentingan dalam rnngka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan
pengendaJian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.

PasaJ 7

Bagian Kedua

Kebijakan Penatnan Ruang Kawaean Borobudur
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PasaJ ..

(I) Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur duetapkan dalam
rangka mendukung upava pelestarian dan pengcmbangan Kawasan
Borobudur sebi:lg(_~iKawasan eagar 8uda)'a nasional dan warisan

budaya dunia.
(2) Rcncana struktur ruang scbagaimana dimak-sud pada ayal (I)

terdiri atas:
a. rencana $istem pusai permukiman; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.

Pasal9

Bagian Kesaru
LJrnum

BABW
RENCANA STRUKTUR RUANO KAWASAN BOROBUDUR

pemanfaatan ruung don pengendalian pcmanfaatan ruang Kawasan
Borobudur sebagatmnna dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
dilakukan dengan cora mengembangkan kelembagaan Iintas
witayah dan lintas sektor serta peran Masyara;u.t dalam rangka

pelestarian dan pengembangan Kawasan Borobudur

pelaksanaanrangkadalamkepen ringanantarpcrnangku

c. membatasi perkcmbangan kawasan tcrbangun perkotaan: dan
d. membatasi kegiatan pemanfaatan ruang )1lJ1g mengancam

kerusakan Situ' eagar Budaya yang .belum tergah, struktur
geologi,dan bentong pandang.

12) Strategi untuk rneningkatkan koordinasi, integrasi. dan sinkronisasi

• 13 -
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Pasal ...

Rencana sisiem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam PasaJ
9 avat (21huruf b mebpuu:
B. sistem jaringan transportasi, dan
b. srstemjarrngan sumbcr daya air.

Pasal 12

Bagian Ketiga
RenCanllSistcrn Jaringan Prasarana

(1) Rencana sistem PUS4l1permukiman sebagaimana dimaksud oa1am
Pasal 9 ayar 121huruf a dtarahkan pada terbenruknya tuerarki dan
Iungsi kawasan permukiman perdesaan yang tcrintcgrasi daJam
pengembangan wilavah Kabupaten Magelang don Kabupaten Kulon
Progo.

(2) Sisrern pusat pcrmukiman sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
merupakan Pusat Kegintan LokaJ berupa Permukiman Borobudur
dengan kcgiatan utarna pernerintahan kecamatan serta pusat
perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan,

(3) Selain kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat 121.dapal
dilakukan kegiatan lainnya dalam skala pclayanan kecamatan
eebegeimene diotur dalam Peraruran Preslden ini.

Pasalll

Bagian Kedua
Rencann Sistern Pusat Permukiman

PasaJ 10
Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur digambarkan daiam peta
dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden mr.
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(31Jaringan ...

Pasal14

(1) Jaringan jalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 ayar (31
huruf a terdin atas:
a. Janngan Jalan Arteri Primer:
b. Jaringan Jalan I\olektor Primer 2;
c. Jaringan .ratan Lokal Primer; dan
d. Jaringan Jalan Strategis Nasional.

(2) Jaringan Jalan Arten Primer sebagaimana dunaksud pada aY"t (11
huruf a berupajalnn nas.onal Semarang-Yogyakarta.

(I) Sistern jaringan transportass sebagairnana d.mak.ud dalarn Pasal 12
huruf a diretapkan dalam rangk,a mcndukung kegiatan sosial
Masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya

pclestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya
nasional dan warisan budava dunia.

(2) Sistem jaringan rrnnsportasi sebagalmana dimaksud pada ayat (I)
terdiri atas:
a. sistemjaringan trnnsportasidarat; dan
b. sistem janngan rransportasi udara.

(3) Sistern jaringan transportasi darat sebagaunana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berupa sistem jaringan jatan vang terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
h. lalu lint". dun angkutan jalan.

(4) Sistern jaringan transportasi udara seoagaimana dirnaksud pada
ayat (2) huruf b berupo runng udara untuk penerbangan.

Pasal13
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(2) LaJu ...

Pa~ 15
nI Lalu lintas dan angkutan jalan sebagrumana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam rengka mewujudkan
pelayarian laJu linlQS dan anglrutan jaJan yang aman, selamat,
rerub, lancer. dan terpadu dengan mexia angkutan lain untuk
kcgiatan sosial Mas\arakat dan ekononu v.ilayah yang selaras
dengan upaya pelesrarian Kawasan Borobudur sebagaj Kawasan
Cagar Budaya nasional dan ..'aIisan budaya durua.

(31 -Jaringan JaJan Kolektor Primer 2 sebagaimana dimaksud pada
ayat III huruI b mdiputi:
a. jalan Kernbanghrnus-Bumiharjo-Sawnan:
b. jalan Sawnan-Deyangan Pasuruhan:
c. jaJan Deyangan-Rambcanak-Paremono;
d. jalan Suwitan-Mendut Progowati-Adikarto-Tanjung; dan
c. jalan Kembanghmus-Tegalarum.

(4) .Jaringan JaJan !..okal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c mehpuu:
a, jaJan "'garan Saru-Ngaran Dua;
b. jalan Tuksongo-TanJungsari-KaraJ'lganyar-Ngadiharjo;
c. jaJan Tuksonl.'O-l'igargogondo-Candirejo;
d. jalan Warrurejo-Candirejo;
e. jalan Karangjau-Samberan-Kiringan:
f. jalan Ngroto-Pnsuruhan-Donorojo. dan
g. jalan Jannn Knliabon.

(51 Jaringan Jalan SlrIltcgt. NasionaJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurut d melipuu:
a. jaJan Bojong-"'grajck·Mendut;
b. jaJan pengalihan ruas lingkar Mendu.;
c. jalan BrojonaJan·f;aliabon-Bogowanti Kidul-Kujon; dan
d. jalan Wanurejo~Borobudur-WringinpuubKembunglimus.
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Pasal ...

Pasal 17
(I) Terminal se-bag.nmnna dimaksud daJam """"I IS Q)'QI (2) buruf b

ditetapkan dalam rangka menunjang kelanceran perpindahan orang
darr/arau barang serta keterpaduan intermoda dan amarmoda di
Kawasan Borobudur.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (II meliputi terminal
penumpang tipe C yang berada di Dusun Janan. Desa Borobudur,
Kecamatan Borobudur.

(I) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massai sebagarmana

dimaksud dalam Pasal 15 ayal (21buruf a ditetapkan dalam rangka
mengcmbangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, kerertiban, dan kelancaran bertatu Iintas

dalam mendukung keburuhan angkutan massal d. Kawasan

Borobudur.
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan rna.sal scbagaimana

dimaksud pada o),ot (I) diretapkan scauai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(2) Lalu lunas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayal (I I
terdiri alas;
a. lejur, jalur, atau jatan khusus angkutan massal;

b. terminal,
c. sentraJ parkir khusus; dan
d. fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

- 17 -
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Pasal ...

Pasal 20
(1) Ruang udara untuk penerbangan sc:bagaim;&na dunaksud dalam

Pasa! 13 ayA. (41 tlllcmpkan dalam rangka pelaksanaan .kegjatart

operasi pencrbangan dengan tetap menjarrun udak terganggunya
Situs eagar Budaya akibat suara supersonik di Kawasan
Borobudur.

(2) Ruangudara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayar
(1 I berupa ruang udara rang clitetapkan sebagai jalur penerbangan
sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan

Fasilitas pcndukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diarur sesuai dengan
kerenruan peraturan perundang-undangan.

Pasal19

Pasal 18
(1I Scntral parkir khusus sebagarmana dimaksud dalam Pasal ).5 ayat

121 huruf c dJtetapkan dalam rangka mcnycdiakan fasilitas parkir

tcrpusar unlul< kcndaraan pengunjung ke kawasan situs candi
sebagai tempat perganuan moda angkutan ke moda angkutan
khusus situs candi dl Kawasan Borobudur.

(21 Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I Iberada
di:

a. Dusun Janan. Desa Sorobudur. Kecamatan Sorobudur; dan
b. Dusun I'Ogmj<"kSalU dan Dusun Ngrajck Tlga. Desa lSgrajc:k.

Kecamatan Mungkid.

18 -
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IS}Sistcm ...

Pasal21
(I, Sistern janngan sumber dava air sebagaimana dunaksud daJam

PasaJ 12 huruf b ditetapkan dalam rangka pcng..lolaan sumber daya

air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan
sumber daya air, dan pengendalian dava ru~ak air di Kawasan
Borobudur.

(2) sisrem jaringan surnber daya air sebagaimana dlmaksud pada ayat
(l) terdiri alaS sumber arr dan prasarana sumber daya air

(3) Sumber au- sebagaimana dimaksud pada ayal (2) terdiri alas air
permukaan pada ~ungaj dan air tanah pads CAT.

(") Sumber air sebagaimana dimaksud pads ayat (3)Ierdiri atas:
a. air permukaan pada sungai di Wilayah Sungo; LmUl.SProvinsi

Progo-Opak-Serang yang meliputi Daerah Ahmn Sungai Progo
dan Sub Dacruh Aliran Sungai Tangsi; dan

b. air tanah pada CATdi CATMagelaog-Tcmanggung.
IS) Prasarana sumber day" air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tcrdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistcm pengendahan banjir.
(6) Sistern janngan iriga.i sebagaimana dimaksud pada ayat (51

melipuu jaringan irigasi primer, jaringan lrigasi sekunder, dan
jaringan iriga'si tcreier yang melaynrn Daerah Jri~si Tangsi di
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, serta daerah irigasi

lninnya sebagai penunjang.

(7) -Jaringan irigasi primer, jaringan mgasi sekunder, dan jaringao
irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada O}.,.t (6) ditetapkan
sesuai dcngan ketenruan peraruran perundang-undangan,

- 19 -
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d. kawasan ...

Pasal24
(11 Kawasan Cagar Budaya pada SP·I dan SP·2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal22 ayat (2) terdiri atas:

a. kawasan Situs candi termasuk taman candi;
b. kawasan taman \\·I~t!lalarn;

c. kawasan resapun 31r;

Pasal23

Rencana pola ruang Kawusan Borobudur digamberkan dalam peta
dengan skala 1 . 25.000 sebngaimana tercanturn dalnm LampU'Q.O U yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Presiden ini.

Pasal22
(II Rencana pola ruang Kawasan Borobudur duetapkan dalam rangka

mendukung upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai
Kawasan Cagar Budoyo nasional dan warisan budaya dunia.

(2) Reneana pola ruang Kawasan Borobudur sebagairnana dimaksud
pada ayat II) mcrupakan rencana peruntukan Kawasan Lindung
herupa Kawasan Cagar Budaya pada SP·) dan SP·2.

BAB rv
RENCANA POLA RUAI"G KAWASAN BOROBUDUR

(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 15)
dilaksanakan met..lui pengendahan terhadap luapan air sungai
terutama pada:
a. Sungai Progo; dan
b. Sungai Elo.

• 20 •
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PasaJ ...

Pasal25

(I) Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 aym (I) huruI a mclipuu suus Candi Borobudur,
SiLUSCandi Pawon, dan situs Caridi Mendut.

(2) Kawasan situs cundi termasuk taman candt sebagairnana dimaksud
pada ayal II) berada di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi -Jawa
Tcngah yang meliputi:
a. situs Candi Borobudur yang berada d, Desa Borobudur,

Kecamatan Borobudur:
b. situs Candi pawon yang berada di Dcsa Wanurejo. Kecamatan

Borobudur; dan
c. situs Candi Mendut yang berada di Kelurahan Mendul,

Kecamatan Mungkid

d kawasan sempadan sungai:

c. kawasan sekitar mala air;

I. kawasan hutan rakyat;

~. kawasan peruntukan penanian termasuk sawah bekas danau
purba; dan/atau

h. kawasan perunrukan permuk.itnan.
12) Dalam Kawasan Cagor Budeya sebagaimana dirnaksud pada ayat

II) dapat ditetapkan zona inti. zona penyangga, zona
pengembangan. dan zona penunjang sesuai dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya,

- 21

PRESIOI:N
REPU8Llt" '''''OONESIA



I sempadan ...

a. sempadan Sungw Elo;
b. sempadan Sungai Progo;
c. sempadan SUDgAlSoleng;
d. scmpadan StlngAi Merawu,

c. sempadan Sungal Tangsi:

r. scmpadan Sungai SeLrO;
g. sempadan Sungai Pucet:
h. sempadan Sungao Seprasung;
I. sempadan Sungai Kujang;

J. sempadan Sungai I\unlnfjf,

k. sempadan Sungai Sunan;

Pasal28
Kawasan scmpadan sungai sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 24 oyal
IIIhuruf d meliputi:

Pasal27

Kawnsan resapan au- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (II

huruf c berada eli scbagian Desa Banjaroyo. Kecarnatan Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 24
avat (1) huruf b berada dl wilayah Kabupaten Kulon Progo. Daerah

lsurnewa Yogyakarta yang meliputi:
n. sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Sidoharjo di Kecamatan

SsmigaJuh; dan
b. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang,

Pasal26

- 22 -
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d. sebagian ...

Pasal31
Kawasan perunrukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 24 ayal (11 hunt! g berada eli
wilayab Kabupaten 1I.1oR,('I.ong.Provinsi .Jewe Tcngah )·"ng meliputi:

a. sebagian Desa Sumbcrarum dan sebagian 0.1'4 Ringinanom eli

Kecamatan Tempuran;
b. sebagian Desa Deyangan, sebagian Desa Kalinegoro. sebagian Desa

Pasuruhan, dan sebagian Desa Donorojo cti K""amatan l.1enoyudan;
c. sebagian Desa SoJong. sebagian Kelurahan \fendul. sebagian Desa

'1grajek. sebagian De"" Pabelan, sebagtan De"" Paremono. sebagian
Desa Rambcanak, sebagian Desa Progowari, dan sebagian
Kelurahan Sawitan ci. Kecamatan Mungkid;

Pnsal30
Kawasan hutan rakyat scbagaimena dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf f berada di sebagian Desa Giripumo, sebagian Desa Giritengah,
sebagian Desa Kenalan. sebagian Dcsa MaJaksIOgi. sebagian Desa
Ngadiharjo, dan sebaginn Desa Ngargogondo, Kecamatan Sorobudur,
Kabupaten ),1agelang. Provin .. -Jawa Tengah.

Pasal29
Kawasan sekitar mara air sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 24 ayat
(J) huruf e berada di sebagian Desa Ngrajek. ""bapn Desa Paremono.
dan sebagian Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid. Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

L scmpadan Sungai Kudal:
m. scmpadan Sungai KconR;
n sempadan Sung... Pabelan; dan
o. sempadan Sungai Pundung.
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d. sebagian ...

PasaJ 32

(I) Kawasan peruntukan pcrmukiman sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 24 ayat (I) huruf h berupa kawasan permukiman perdesaan,

(2) Kawasanpcrmukiman perdesaan sebagaunana dimaksud pada ayat

(II berada dr wilayah Kabupalen Magelang. Provinsi Jawa Tengah
yangmeliputi:

a. sebagian Oesa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum eli
Kecamatan Te-mpuran,

b. sebagian Deso Donorojo, scbagian Desa Kalinegoro, sebagian
Desa Pasuruhon, dBn sebagian Oesa Oeyangan di Kecamatan
Mertoyudan:

c. sebagian Desa Bojong. sebagian Desa p.ar "mono. sebagian Desa
Pabelan. sebagian Desa Rambeanak, sebagtan Desa NgraJek.
sebagian Kelurahan Mendul. sebagian Desa Progowati, dan
sebagian Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid;

d. sebagian Desa Borobudur. sebagian Oesa Bumiharjo, sebagian Desa
Candirejo, scbagian Desa Giripurno. sebagian Desa Giritengah.
sebagiac Desa Karanganyar, sebagian Oesa Karangrejo, sebagian
Desa Kebonsan, ,~ba&t..n Desa Kembanghmus, sebagian Desa

Kenajan, sebagian Desa Majaksingl, sebagran Desa Ngadiharjo,
sebagian Desa Ng,}rgogondo, sebagian Oesa Sambeng, sebagian
Desa Wringlnputlh. sebagian Desa Tanjungsari. sebagian Desa
Tegalarum, sebagian Dcsa Tuksongo. dan scbagion Desa Wanurcjo
di Kecamatan Borobudur; dan

c. sebagian Desa Mcnayu. sebagian Desa Ad,kano. sebagian Oesa
Tanjung. dan scbagian Desa Sukorini d. Kecamatan ~lunriJan.
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(3) Program ...

PasaJ 33
(I) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur mcrupakan acuan

dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan
Rencana Tata RUMg Kawasan Borobudur

(2) Arahan pernanfaatan ruang sebagalmana dtmaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. Indikasr program utama;
b. indikasi sumber pcndanaan:
c. mdikaai inatansi pelaksana; dan
d indikasi wakiu pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Umum

BABV
ARAHANPEMANFMTANRUANOKAWASANBOROBUOUR

d. sebagian Desa Menayu. sebagian Desa Adikano. sebsgian Desa
Tanjung. dan sebagian Desa Sukorini dt Keeamatan Muntil.an:
dan

e. sebagian Desa Borobudur. sebagian Desa Bumtharjo. sebagian
Desa Candirejo, sebagian Oesa Gtnpurno. sebagian Desa
Giritengah, scbagian Oesa Karanganyar, sebagian Desa
Karangrejo. sebagian Oesa Kebonsari, sebagian Oesa
Kcmbanglimus. sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa
Majaksingi. sebagian Desa Ngadihar;jo. sebagian Desa
Ngargogondo. sebagian Desa Sarnbeng, sebagian Desa
Wringinputih. sebagian DeS« Tanjungsan. sebagian Desa
TcgaJarum. sebagian Desa Tuksongo. dan sebagian Desa
Wanurejo di Kecamatan Borobudur.
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BAB ...

II. program utarna perwujudan struktur ruang: dan
b. program utama perwujudan pola ruang,

(4) Sumbcr pendanaan sebag....imana d,mllk.ud pada ayat (2) buruf b

berasal dan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Neg-..ra (APBN).

Anggamn Pendapatan dan Bclanja O..erah IAPBD1, dan/atau
sumber lam yang sah sesuai dcnpn kerenruan peraturan
perundang-undangan.

(5) Insransi pelaksana sebagairnana dimaksud pada ayat (21huruf c
t~rdiri atas Pernerintah, pcmerintah p.o"IOSI, pernerintah
kabupaten, dan/atau Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
terdiri alas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bag! pelaksana kegiatan,
balk pusat maupun daerah daJam mcnetapkan prioritas
pembangunan pada Kawasan Borobudur, yang meliputi:
R. tahap pertama pada periode tahun 2014,
b. tahap kedua pada penode tahun 2015·2019;
c tahap ketiga pada period. tahun 2020-2024;
d. rahap keempat pada period. ,,",,un 2025-2029; dan
c. tahap kelima pada pcnode tahun 2030-2034.

(7) Rmcian indikasi program utama, mdlkaSl sumber pendanaan,
indikasi instansi pelaksana, dan Indikasi waktu pelaksanaan
tcrcanrurn dalam Lampiran HI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraruran Presidcn uu.

etas:
(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada aya, (2) huruf a terdiri
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Pasal ..

Pasal 35
Arahan Peraruran zonast Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruCa terdiri atas:
a. arahan Peraturan Zonasi untuk SP-I; dan
b. arahan Peraturan Zonas. unruk SP-2.

Bagian Kedua

Arahan Peraruran Zor\Asi

Pasal34
(I) Arahan pengendalian pemanfaaatan ruang Kawasan Borobudur

digunakan scbaR3J aeuan daJam pelaksanaan pengendaJian
pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.

(2) Arahan pengendahan pemanfaatan ruang sebagarmanadimaksud

pada ayat (I) terdiri atas:
a. arahan Peraturan Zonasi;
b. arahan perizinun:
c. atahan insentif don disinscntif; dan
d. araban pcngenaan sanksi,

Bagian Kesaiu

Umum

BABVI

ARAHAN PENOENDALIAI'i PEMANFMTA~ RUANO

KAWAS.~ BOROBtJDUR
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Pasal ...

(4) Tingkat pelestarian kawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

eerdlri atas:

a. pclestarian tingkat l , dilalrukan tanpa perubahan dan dengan

mempertahankan obyek semula:

h. pelestarian ungkat 2. dllakukan dengan perubahan sangar

terbatas pada kegiatan pembangunan atau pengembangan
yang tidak mengganggu fisik Situs Cagar Budaya dan
ekosistem di sekuarnya: dan

c. pelestarian tingkat 3, dilakukan dengan perubahan terbatas

pada kegiatan pembangunan atau pcngcmbangan yaog tidak

mengganggu fi.ik Suus Cagar Budaya dan ekosisrern dl
sekitarnya.

Pasal36
(I) Arahan Peraturan Zonasi untuk Spot sebagaimana dimaksud dalam

PasaJ 35 huruf a digunakan sebagai pcdoman bagi pemerintah

kabupaten ill Kawasan Borobudur dalam rnenetapkan rencana

detail tata ruang kabupoten dl Kawasan Borobudur.

(2) Arahan Peraturan Zonas. unruk Spot scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapknn dengan memperhalikan tingkat petestanan

Kawasan Borobudur scbagai Kawasan Cagar Budava nasionaJ dan
wansan budaya dunia.

(3) Tingkal pekstanan kawasan sebagaimana dunaksud pads ayat (21

disusun dcngan memperhatikan karaJtter dan sirat kcgiatan

pelestarian Kawasan Borobudur.
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Pasal ...

2. arahan ketenruan tata massa bangunan yang terdiri atas
GSB,GSS. IIngglbangunan, dan tamptlan bangunan;

3. araban ketcntuan sarana dan prasarana minimal yang
terdin atas prasarana lain dan parkir: dan

4. arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan roans
yang bersyarat dan pemanfaatan ruan~ yang terbatas.

(2) Jenis kegiatan vang diperbolehkan dcngan syarat sebagaimana
dimaksud pada aysl III huruf b meliputi jcms kegiatan yang
dipcrbolchkan bcr3)-drot dan terbatas,

(3) Jenis kegiatan yang udak diperboJehkan sebagoimana dimaksud
pada ayat (1) huru( b rnehputi jenis kegiatan yang tidak termasuk
dalarn jenis kegiatan vang diperboJehkan dan jeni. kegiatan yang
diperbolebkan dengan syarat.

(4) Araban Pcraturan Zonasi untuk Sp·) sebagairnana dimalcsud pada
ayat (II dituangkan seeara rinci daIam peta dcngan slcala I : 5000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVyang rnorupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraruran Presiden ini.

Pasal37
( :I Araban Peraturan Zonasi untuk SP-J sebagaimana dirnaksud daIam

Paw 35 buruf a me.nUBI.
a. arahan lema Peraruran Zonasi untuk seuap dusun;
b. arahan kctcntuae kegiatan dan penggunaan laban yang

meliputi [cnis kegraran yang diperbolchkan, jenis kegiatan yang
diperbolchkan dengan syarat, dan jerus kegiatan yang tidak
diperbolehkan; dan

c. arahan ketentuan pembangunan yang mclipuu
J. arahan ketenruan intensitas pemanfaaUln ruang yang

terdiri atas KOB, "LB, dan KDH,
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(5) PengendaJian ..

Pasal38
(I) Araban Peraturan Zonasi unruk SP-2 sebajta.mana dimaksud daJam

PasaJ 35 huruf b digunakan sebagai pedoman bag; pernerintab
kabupaten di MWII.an Borobudur dalarn rnenyusun ketenruan
umum Peraruran Zonasl dan Peraturan Zonasi.

(2) Kctcntuan urnurn Peraruran Zonasi dan Peraruran Zonasi
sebagaimana drmaksud pada ayat (I) disusun dengan
memperhatikan;

Q. pengendalian ""ntang pandang:
b. perlindungan sebaran suus sejarah dan purbakala yang belum

tergali;
c. pengendalian alih fungsi !ahan pertaman.
d. penataan bangunan dan Iingkungan; dan

e. pengendalian kawasan sempadan sungai dan anak-anak
sungainya,

(3) Pengendalian bentang pandang scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf IIdilakulcan untuk rnengendahkan k<!(iatan pembangunan
yang dapai mcnlq!lln~ arah pandang dari kawasan situs candi
termasuk taman candi ke arah Gunung Smdoro. Gunung TelODlDYO,
Gunung Andong, C'iIJntlng Merbabu, Gununa M~rapi. Perbukitan

Mcnoreh, Gunung Ayamayam, Gunung Tidar, dan Gunung
Sumbing, serta aTIIhpandang di sepanjang Jolan Strategis Nasional.

(4) Perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang bcIum
tergali sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hurur b dilakukan

unruk menccgah perusakan benda arkeologJ. yang belum lergali
pada kawasan taman wisata a)am+ kawasan hutan rakyat, kawasan

peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba, dan
kawasan peruntukan permukiman.
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Bagian ...

PasaJ 39
(I) Araban perizinan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 34 ayar (2)

huruC b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan
ruang.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus meodapatkan mn pemaoCaatan
ruang dari Perncrintah, pemerintah prcvmsi, dan ratau pemerintah
kabuparen sesuai dt:ng~n peraruran daC'roh t('ntttng rencaea tats

ruang wilayah kabuparen beserta rencana nnci dan peraturan
zonasinya yang dldasarkan pada Rencann Tal" Ruang Kawasan
Borobudur sebagaimana diarur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap pernanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengao
ketenruan rnasmg-masmg sektor atau bidang .)"8og mengatur jenis
kegiatan pemanCaatan ruang yang bersangkutan sesuai deogan
ketentuan peraturan perundang-uodangan sektor atau bidang
rerkait.

Bagian Ketiga
Arahan Pcrizinan

(5) Pengendalian alih Cungsi lahan pertanian sebagaunana dimaksud
pada ayat (2) huruC c dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan
pertanian pada kawasa» peruntukan pcrtanian terutama sawah
bekas danau purba.

(6) Penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) buruf d dilakukan untuk mewujudkan keserasian antara
pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan pelestarian
kawasan.

(7) PengendaJian kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruC e dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan
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BAB ...

Pasal 41
(1) Arahan pengenaan ....nksi sebagaimana dunaksud dalam PasaJ 34

ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sank~i administrasi
dan/atau sankso pirl.-tnA YStlai dengan ketenruan ~raturn.n
perundang-undangun bidang Penaw.an Ruang.

12) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai denaan peraruran daerah tentang rencane tata

ruang wilayah kabupaten beserta rencana nnci tara ruang dan
peraturan zonasinva )'Bng didasarkan pada Rcncana Tata Ruang
Kawasan Borobudur,

Bagian Kclima

Arahan Pengenaan Sanksi

III Arahan insenuf dan dismsenur sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 34 ayal 121huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan
Pemerintah Dacrah sebagai upaya pengendaJiun pemanfaatan ruang
dalarn rangka mewujudkan Reneana Tata Ruang Kawasan
Borobudur.

12) Ketentuan mengenai insenrif dan dismsentif sebaeaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraruran
perundang-undangan.

PasaJ 40

E1AgianKeempat
Arahan tnsenut dan Dismsennf
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BAS ..

Pasal 43
(I) Peron Masyarakat dalam penataan Nang Kawasan Borobudur

dilakukan unruk rnenjarnin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai
Kawasan Cagar Budaya nassonal dan warisan budaya durua.

(2) Peran Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraruran
perundang-undangan.

BAB VIIJ
PERAN MASYARAKAT DA1.AM PENATAA1'\RUANG

KAWASAN BOROBUDUR

Pasal42
(1) Dnlam rangka mewujudkan J.lencana Tata RuftnR Kawasan

Borobudur dilakukan pengetotaanKawasan Borobudur

(2) Pengelotaan Kawasan Borobudur ...,ba~ dimaksud parla ayat

(I) dilaksanakan oleh ~Ienteri. menteri yang menyelenggarakan
urusan pcmermtahan di bidang kebudayaan. menlcri/pimplnan
lcrnbaga terkait, Gubemur, Bupati, dan badan/lembaga sesuai
dcngan kewenangannya berdasarkan ketentuan pc:raruran
perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOlAAN KAWASAN BOROBUDUR
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Pasal ..

Pasal45
Dengan berlakunya Peraturan Presrden ini, peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah ten tang rencana
tata ruang wHayah kabuparen, dan peraturan daerah tentang rencana
rirtci lOl" ruang beserta Peraruran zenast yang bc:rtcntangan dcngan
Peraruran Presiden inl harus discsua.ikan pada saat f'e\."lsi peraturan
daerah tentang rencana tara ruang wrlavah prcemsi. peraruran daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah
tentang rcncana riner lata ruang beserta Peraruran Zonas. sesuai dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan,

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

PasaI44
(1) sisiem jaringan jalur kereta apr, sistem jarmgan transmisi pipa

minynk dan gas bumi, dan pernbangkit tenaga listrik hanya dapat
dikembangkan di luar Kawasan Borobudur dalam rangka menjamin
pelestarian Kawasen Borobudur sebaga. Kawasan eagar Budaya
nasional dan wansan budaya dunia.

(2) Sistern jaringan telekomunikasr. , .. tern jaringan transmisi tenaga
Iistrik. sisrem penyediaan air minum, sistern persampahan, sistem
pengelolaan air hrnbah, dan sistem dramase dapal dikembangkan di
Kawasan Borobudur dengan tetap menjamin peleatarian Kawasan
Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan
budaya duma.

(3) ststem jaringan prasarana sebagairnanadimaksud pada ayat (II
dan ayat (2) ditctapkan SCSU31 dengan ketentuan perawran
perundang-undang ..n

(4) Pengernbangan sistern jaringan prasarana sebagaunana dimaksud
pada ayat (1)dan 8)'8t (2)dikoordinasikan oleh ~fcnteri.

BABlX
KETE:-ITUAN LAIN-LAIN
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d pemanfaatan ••.

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkart habis masa
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan mcnerapkan
rekayasa teknis sesuai dengan Iungsi kawasan dalam rencana
rinci tala ruang dan Peraturan Zonasi yang duetapkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanalutn pembangunannya dan tid.ak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuer
dengan fung.; kawasan dalam rencana nnci rata ruang dan
Peraturan Zonasl yang ditetapkan oleh Pemerintah Dae,...d.h
berdasarkan Pemturan Preslden irn, atas i.Li'l yang lrlah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kcrugian yang
timbul sebagai aklbat pembatalan izin tersebut dapat dibenkan
penggantian scsuai dengan ketenruan perarur ..n perundang
undangan.

c. pernanfaatan ruanll yang iZinnya sudah habis dan tidak sesuai
dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penvesuaian dengan
fungsi kawasan dalam rencana nnci tata ruang dan Peraruran
Zonasi yang ditetapkan oleb Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Presiden lnl;

pembangunannya.dilaksanakan

Pasal46
(IJ Ocngan berlakunya Pt-raluran Pre.iden ini, maka:

a. izm pemanfaatan ruang pada rna.. ng-masing deerah vang relata
dikcluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden in] tetap berlaku sesuai dengan masa bertakunya:

b. Izln pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidal<sesuai
dcngan ketentuan Peraruran Presiden ini:
I. untuk yang belum dtlaksanakan pembangunannya. iz:in terkau

disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam reneana rinci tata

ruang yang ditctapkan oleh Pemermtah Dacrnh berdasarkan
Peraturan Presiden irri;

2. untuk yang sudah
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(3) Peninjauan ...

PasaJ 47
(II Jangka wakru R~ncana Tata Ruang Kawasan Borobudur selama 20

(dua puluhl tahun.
(21 Peninjauan kembah Rencana Tata Ru~nK Kawasan Borobudur

dilakukan I (,,"Iul kali dalam SClima)tahun,

BABXl
l<£T£NTUAN PE:NUTUP

d pemanfaatan ruang dl Kawasan Borobudur yang diselenggarakan
tanpa izin duentukan sebaga, berikut:
1. ~..ang bcrtentangan dcngan ketentuan Pcraruran Presiden lnt,

pemanfaaian ruang yang bersangkutan dnernbkan dan
disesuarkan dengan fungsi kawasan dalam rencana rmci tata
ruang dan Peraruran Zonasi yong ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan Peraturan Presiden im. dan

2, yang sesuai dengan kerentuan Pcraruran Presiden ini.
diperccpat unruk mendapatkan izonlang dipertukan,

e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hal< adat
dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dcn~,a.nkerentuan peraturan
perundang-undangan, yang karena rencana taw ruang Kawasan

Borobudur rru pernanfaatannya udak sesuai Jagi. maka
penyelesaiannya diaiur scsuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan.

t2) Sepanjang rencana tatn ruang wilayah prcvmer. rencana tata ruang
witayah kabupatcn, clan rencana rinci lata ruang beserta Peraruran
Zonasi di Kawasan Borubudur beJum drse-aueukan dengan Peraruran
Presiden im, digunakan reneana lata ruang, Kawasan Borobudur
sebagai acuan pcmbcrian izm pemanfaaian ruang
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Agar ...

Pasal50
Peraturan Prcsidcn 101 mulai berlaku pada tanggnl dlundangJcan.

Pasal49
Semua peraruran pcrundang-undangan tcrkait dcngan penataan ruang
Kawasan Borobudur dmyatakan tctap berlaku scpanjang udak
berrentangan dan bclurn diganu berdasarkan Pcraturan Pres-iden ini.

Kt'lc:nll1an dalam pcrntur ..in dacrah tentang rencann tala ruang wilayah
provinsi, pcraturan daerah tentang rencana tata ruang \\ila)'ah
kabupatcn, dan peraturun dacrah tentang rencana rrnci tata ruang
beserta Pcraturan Zon'''1 yang Lelah ada dmyatakan tctap berlaku
sepo.nJang udak bertcntangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Presrden eu.

P"sal48

a tcrdapat kOI,dl~1lingkungan strategrs tcrtcruu }''ang berkaitan
dengan bencana alam skala bcsar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan:

b. terdapai kondrsi hngkungan strategis terteruu yang berkauan
dengan butus wilayah daerah yang tcrmasuk dalam Kawasan
Borcbudur vang duetapkan dcngan peruusran perundang
undangan: at ..lu

c apabila tcrjadi perubahan Rencana Tllta Ruang \\'iJayah
NasionaJ \'anR ierkair dengan Rencana Tat.. Ruang Kawasan
Borobudur

(31 Pernnjauan kembel! Rcneana Tala Rueng Kawasan Borobudur
dapat dilakukan kblh dan I [saru] kali dalam 5 (lima, tahun dalam
hal:

- 31 -

PRESIOEN
AEPUeLIK INDONESIA



~-
DepwiBidong Pcrekonorruan,

;~q.'<Y' .~~ r-
..~~• '" '\1 .\' . ,~
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